
 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 13 TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 

Anggaran 2025; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965          

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan              

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan            

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12          

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan     

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan                  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12               

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2021 Nomor 63); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         

Nomor 112); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80          

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                 

Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                   

Nomor 1133); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020               

Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016       

Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 7 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A); 

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,      

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 60 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga 

Satuan Tahun Anggaran 2025. 
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Pasal 2 

 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

meliputi: 

a. Standar Biaya Umum, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I; 

b. Standar Perjalanan Dinas, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II; 

c. Alat Besar dan Alat Angkut, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III; 

d. Alat Bengkel dan Alat Ukur, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV; 

e. Alat Pengolahan, dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran V; 

f. Alat Kantor, Rumah Tangga dan Komputer, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; 

g. Alat Studio dan Alat Komunikasi, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; 

h. Alat Kedokteran, Kesehatan dan Laboratorium, dengan 

rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; 

i. Alat-alat Khusus, dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IX; 

j. Konstruksi dalam pengerjaan dan Rambu-rambu, dengan 

rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; 

k. Barang Kesenian, Kebudayaan, Olahraga dan Aset tidak 

berwujud, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI; 

l. Hewan dan Tanaman, dengan rincian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XII; 

m. Barang Persediaan dan Habis Pakai, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;  

n. Bahan Bangunan dan Konstruksi, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV; dan 

o. Jasa, Sewa, Pemeliharaan dan Bangunan, dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 3 

 

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam           

Pasal 1 digunakan sebagai acuan oleh satuan kerja 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai berikut: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai berikut: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi 

yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk 

karena adanya kenaikan harga pasar. 

 

Pasal 4 

 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sudah termasuk biaya pajak, keuntungan dan biaya overhead. 

 

Pasal 5 

 

Standar Harga Satuan yang bersumber dari e-katalog   

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         

dapat ditambahkan biaya tertentu antara lain biaya  

pengiriman barang. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam hal tidak terdapat harga satuan atau terdapat 

perubahan harga pasar, dapat dilakukan perubahan 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 2. 

(2) Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal                           

ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 27 Juni 2024 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 27 Juni 2024 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

NURMAN RAMDANSYAH 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 13 Seri A 


